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LEMBARANDAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2001
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOCR 14

— T R T =

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG
PAJAK PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG

1

“icminttang : a. behwa szreng burung - zlet adalah merupakan potensi daerah
vang sanget besar ko iribusinya terhadap pendapeian daerah,

b. bzhwa berdasarkan Undang-undang Neomor 18 Tzhun 1997
teniang Pejak  Daerah  den Rcm’bx_sx udcra} Pajak
enzusahaan Sarang Burung Walel masih bisa dijadiizn obyek
- P, 1 i v =
paizs, karemz memenuhi svarat vang ditentukzn di dalam
Undang-undang tersebut,
c. bahwz untuk memungut pajak sebzgaiman: tersebut di atas
perlu ditetapkan de'xg.an Peraturan Daerah.
Mengngat @ 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Peribentukan

Dacrah-daerah Kabupaten dalam Lingkurngsn ropinsi Jawa

Tengah ;
e ]
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. Undang ~ undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan

Penyelesaian  Sengketa Pajak  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3684) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribust Daerzh  (Lembarzn Negara Republik Indonesia
Tahun1997 Nomor 41, Tambzhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 246, Tambakran Lembaran Negara Nonior 4048) ;

Sel

- Undang-undsng Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

Dengan Surat Poksa (Lembaran Negara Republik Indones:a
Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemor 36913 :

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden :

Keputusan Menteri Dalam Neger: Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah :
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9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997

tentang Wajib Pajak Yang Wajib Menyelenggarakan
Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan

10 Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997

tentang Tata Cara Pemeriksazn di Bidang Pajak Daerah ;

i. Keputusan Menten Dalam Negeri dan Otonomi Daersh Nomor

48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Daersh Tingkat II Ivmbang

Nomor § Tahun 1989 tentang Penyidik Pegzwai Negen Jipil di
Lingiungan Pemenintah Kabupaten Dserah Tingkat 1T
Rembang.

Dengan Persetujuan

DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN REMBANG

Menetzpakan

AMEMUITUSKAN

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN SARANG
BURUNG WALET.

BABI
KETENTUAN UMUM
_ Pasal 1

Dalam Peraturan Daerzh ini yang dimaksud dengan :
a. Bupati adalah Bupati Rembang ;



(§le]

<

198

Pejabat vang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawar vang
diben tugas tertentu d: bidang perpajakan Kabupaten sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku ;

Daigk Pengusal

pergturan perunda
Surat Setoran Pa;
vang digunakan oiel
penyvetoran pajak vang terutang ke Kas Daerah
ditunjuk oleh Bupati;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
Keputusan yang mene:.iukan besarnya jumlah - 3jak vang terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnva disingkat
SKPDKB adalzh c.rat keputusan yang menentukan besamya jumlah paiak
yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibavar
Surat Ketetapan Pajak Daersh Kurang Bayar Tambzhan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adaizh surat keputusan yang menentukan tambshan
atas jumlah pajak vang ditetapkan ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang
terutang atau tidak seharusnya terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang teruteng sama
besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak ;
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m. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi serupa dan atau

denda.
BABII
NAMA, OBYER, SUBYEK DAN WAJIB PAJ.. I
Pasal 2
Nama j ak Pengusahaan Sarang Burung Walet adalsh pajak vang dipungut

P
pajek atas kegiatan pemeliharaan dan atau pengambilan sarang buruy walet.
Pasa| 3

Obyek Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah kegiztan peiaeliharaan
dan atau pengambilan serang burung walet.

Pasal 4

Subyek Pejak adalah orane pribad: atau badan yang menyelenggarakan
peneliharaan dan atau pengambilan sarang burung walet.

Pasal 5

Wejib Pajak adalah orang pribadi atau bazdan yang menyelengsarakan
pemeiiharean dan atau pengambilar: sarang burung wallet.

BAB II
DASAR PENGENA4N TARIP PAJAK
Pasal 6

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual pengambilan sarang burung walet ;
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(2)": Nilai-Jual “sebagaimana dimaksud"ayat (1) dihitung dengan ‘mengalikan
" jumlah pengambilan sarang burung wallet (volume) ‘dengan harga pasar
atau harga standart sarang burung wallet.

e T
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Tarip Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen; dar1 harga sarang b

wailazt

a

BAB TV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA
PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 8-
(1) Pajak yang terutang dipungut di Kabupaten Rembang;

(2) Besarnya pajak terutang dthtung dengan cara mengalikan tarip pajak
sebagaimana dimaksud pasal 7, dengan dasar pengenaan sebagaimana

dimaksud Pasal 6.
BABYV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT
PEMEBERITAHUAN
‘PAJAK DAERAH
Pasal 9 .

Masa pajak adalah jangka’ waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati
sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.



Pasal 10

Tahun Pajak adalah waltu tertentu yang lamanya satu tdh un talowin kecuall bila
Weith Pajak menggunakan tahun buku yang ticak same dengzn rahun takwin,

: terutang dalam mesa pajek terjadi pada saa:r kegiatan pengusahaa sarang

ey

DUTUNE wWall

Setiap Wainb Paisk wzib mengist SPTPD;

23 3PTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan ie:2s, benar dan
lengkap;

(3) Benruk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.
BAbL vI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PA.‘.’A-K
Pasal 13

(1} Berdssarkan SPTPD sebsgaimanz dimaksud Pesal 12 syat (1), Bupsi
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

{2} Apsebila SKPD sebegaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibavar
g ::lan lewat waktu paling lama 1 (sztu) bulan sejak SKEPD diterima,
dikenakan sanksi administrasi berupe dcnda sebesar 2 % (duz persen) dan
ditagth dengan menerbitkan STPD.
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Pasal 14

Waiib Pajak yang membayar SC"ldl"l SPTPD scbsgamana dimaks | pasal

E.F—:C"‘ta\S”C avat (2j huruf a
T kan hasil pem.iksaan atau ke
terutang tidak atau kurang bayar dikenskan sands:
uang sebesar 2 % (cua persen} dihitung dar pajal
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
dihitung sejak saat terutangnya pajak ; _
b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan
dan telah diteo s secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa
uang sebesar 2 % (dua persen) dihitung dan pajak yang kureng stau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) buian
dihitung sejak saat terutangnya pajak;
apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang
dihitung secara jabatan dan dikenai sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dam pokok pajak
ditambah sanksi administrasi berupa uang sebesar 2 % (dua persen)
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

P D L ]
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SKPDKBT :cbagaimana dimaksud ayat (2) huruf Bupati diterbitkan
apabila ditemukan data baru ateu data yang semula belum terungkap vang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dan dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) darl
jumlah kekurangan pajak tersebut.

&



(5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf ¢ diterbitkzn apabila jumlah
pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

{6; Apabilz kewajiban membavar pajak terutang dulam SKPDKB dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud avat (2) udak ='zv lurang dibayar
dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih dengar. menerbitkan STPD
ditambah dengan sanksi administresi berupa bunga 2 % (duz persen).

G

BAB VI
TATA CARAPEMBAYARAN

Pasal 15

P
—t

) Pembayaren pajak dilakukan di Kes deerzh atau tempat lain yang ditunjuk
oleh Bupati sesuai waktu vang ditentukan dalam SPiPD, SKPD,
- SKPDKBT, STPD.

{(Z) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain vang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya :1X24
jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.-

(3) Pembayaran pajak sebegaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(2) Bupati atau Pejabat membernkan persetujuan kepada Wajib Pajak untw:

mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan.
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(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) harus
D) Ang I Y o g 7
dilakukan secara teratur dan berturui-turut cengen dixenakan bunga scbesar
2 % {dus persen: ! nureng bavar

\

o~
s
N

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasai 13 diberikan ianda
bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penernimaan.

{2) Bentuk, jenis, is’, wuran buku penerimazn “an tandz bukli pembayaran
paiak sebagaimena dimaksud avat {1}, ditetapkan cleh Bupstl.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18

(1) Surat teguren atau surat peringatan atgu surat lain vang sejenis sebagal
awal tindakan pelaksanaan awal penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) han
sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) han setelah tanggal surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak
yang terutang,
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(3) Surat teguran, siirat peringatan atau suret lain vang sejenis sebagaimana
dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 19
(1} Apabiia jumlzh pajak vang masih harus d: ak: dilunast sebagaimana

ditentukan dalam surat teguran atau sural p-:r:lngai?.n atau surat lain yang
sejenis, jumlah pajak yang harus dibeyar ditagih dengan surat paksa. |

(@]
)
e
o
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{Z) Pejabat menerbitkan surat paksa segera seteiah lewat 21 (dua puluh satu)
hari s¢jak tangesl sural teguran etau surat peringaian atau surat lain yang

Pasai 20

Spabila pajam vang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangks waxtu 2 X 24
._A_‘\'f sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan
Surat Perintzh Melakukan Penyitaan.

Pasal 21

Apabile telah lewat 10 (s2 puiuh1 hari s2.2k tanggal n~"akisanaan Surat Perintah
> {elaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak beium juga meiunasi utang pajaknya,
Pe,aba' mengajukan permintaan penelapan tanggal pelelangan kepada Kantor

Le aTlG’ heoara

]’\"\
1

Pasal 2
Setelah Kantor Lelang Negers menetapkan her, tanggal, jam dan tempat
peiaksanaan lelane juru site memberitahukan dengen segera secara terculis
kepada Wajib Pajak.

Pasal 23

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan
penagihan Pgjak Daerah ditetapkan oleh Bupati.
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BABIX

PENGURANAGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

“area S s DEALDTTIN 2% DT 5
{ATA CARAPEMBETULAN, PE_.BA
-

KETETAPAN DAN PENGHAPUS.
SANKSI ADAINISTRASI

Paszl 25

V)
o
L

Bupati karena jabatan zlau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

2. Membetulkan ©..2D stau SKPDKB atau SKPDKBT atsu STPD vang
dalam penerbi-innya terdapar kesalahan tertulis, kesalahan nitung dzn
atau kekelir .a  dalam penerapan pereturan perundang-undangzn
perpajakan Daerah |

b. Membatzlkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar ;

¢. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bungs,
denda atau kenaikan pajak yang terutang dzlam hal sanksi tersebut
dikenskan karena kekilefan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannvz.

o

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKBE,
SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaiakan
secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat lain selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alas an yang jelas.
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Bupat atzu pejabat paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permohonan
scbagaimana  dimeksud ayat 2 (dua) diterima, sudah harus
memberikan keputissan.

Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimene dimaksud ayat
(3). Bupau atau Pejabat tidak memberikan kcpuu...*n permohonan
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan < .a penghapusan
atau pengurangan administrasi, dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 26

Waitb pajak dapat mengaiukan keberzten hanya kepada Bupati atau
Pejabat atas suaty :

SKPD;

SKPDKB;

SKPDKBT,

SKPDLE;

SKPDN

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak keticz berdasarkan
paraturan perundang-undangan perpeiakan daerah vang berlaku.

s T o L O ] p‘m

“ermohonan  keberatan sebagaimana dimaksud ava -:']j) hqrus
<isempaikan secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan sejak tangea

SKPD, SKPDKE. SKPDXRET, SKPDLB, dan SKPD‘\ ditenima oleh
Waej:b Pajak atau tanpgal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga
sebagzaimanz dimaksud avat (}) dengan alesan veng jelas. kecuali
apabila Wanb Paiak dapat nmnanj ukkan bahwa jangka waktu ite tidak
depat dipenuhi karenz keadaan di luar kekuasaanva

Bupat atau Pejabat dalam jangke waktu paling lama 3 (tiga) buf' n
szjak 1anggal surat permohonan keberatan sebagaimanz dimaksud =y=!
(2) diterima. sudah harus memberikan keputusan.
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¢4} Anabile seteleh lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud avat

(3} Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan
keberatan dianggap dikabulkan.

”

{S) Penzajuan KebDeratan sebagaimana dimaksud ayat (1} uidak menundsa
kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

£
jEE

Janb Pejak dapat mengzjukan banding kepada Baden Penyelesailan
sneketa Pajek dalem jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ditenmanya

Pasal 28

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 atau banding
sebagzimana dimaksud Pasal 27 dikabulkan sebagian atau seluruhnye,
Lelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambzh imbalan bunga

sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan
BABXII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat.
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(2) Bupati atau Pejabat dalem jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal surat permohonan pengambalian kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat<(1) diterima, sudah harus
memberikan keputusan.

(3) Apabila dalam jangke waktu sebagaimana dimaksud zvat (2) dilampaui,
Bupati atau pejabet tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikebulkan dan
SKPDLE harus diterbitkan dalam waktwu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebegaimana dimaksud ayat (2) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.

(3} Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam wakwu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Surat Penintah Membayar
Kelebihan Pajak (SPMKP).

Apabila pengembalian kelebthan pembayaran pajak dilakukan setelah
lewat waktu 2 (dua) bulan sejek diterbitkan SKPDLB, Bupati Kepala
Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % {(dua persen) sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. '
Pesal 30

Apabilz kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajek
lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (4) pembayaran dilakukan
dengan cara pemindahbukuan beriaku sebagai bukt: pembayaran

BABXIO

KADALUWARSA
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Pasal 31

) Hak untu_k elakukan penagihen pajak, kadeluwarsa seteleh melampeu
iangka waktu 5 {lima} tzhun tcrh‘.{ung ejak saat terutangnya pa;ak
Lecuali apabila wajib pajak melekukan tndsk pidana di bidang

perpajakan daerah.

W

Kadaluwarsa penzgihan pajak sebagaimzna dimaksud avat (1)

tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Palsa atau -

5. ada pengakuan utang pajax dari wajib pajak baik langsung maupun
tidak langsung

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

) Waiib Pajak vang karena kealpaznnya tidek menyampaiakan SPTPD

atzu mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
Xeierangain vang “tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah
dapat dipidanz dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tzhun dan
teu paling banyzk 2 (dua) kali jumliah pz;'k yang terutang.

X

\Vaji'm Pzjek vang dengan sengaja tidck menyampaiken SPTPD atau
mengt si denzan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan -ang tidak benar schingga merugikan keuangan Daerzh
dapat dipicana dengan pidana kurungan peling lama 2 (dua) tehun atau
paling banvai 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
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Pasal 33

ak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak dituntur seiclel

i?m[.aut Jjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sc;ak saat terutangnya pajak
au berakhxmva Masa Pajak atau bagian tahun Pajak dan 7cr'a1\him}? tahun

Dai

BAE XY
PENYIDIKAN

Pasal 34

1)

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemenintah Daerah diberi
wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

pcqﬂ}&l\ﬂn Daerah.

(2) Dalam melakukan tugas penyidikan, para pejabat  sebagaimana
dimaksud ayat (1) bvnvcnang
4. menerima. mencar, menﬂumpmkan dan meneliti keterangan atau

©

.

1

sy

laporan herkenazn dengan tindak pidana di bidang perpajakan Dae
agar Lterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
menerima, mencar, mengumpulkan  dan  meneliy kexvranvan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran I "
dilakukan szhubungan dengan 1;“1;_31\ pidana peipajaial
meminiz keterangan .._‘n bahan (U dari mengenal orang pribadi
atau badzn sehubunesn ) id ::an Daerah:
memerixsz bubu.by lain berkenaan
dengan .1"':"~ ":c‘ ans peipa
melakukar  pengpeledahan  unuk: mendepatkan  bahan
pembukuan, nens n dokumen-dokumen lain senta meiei;::i----'
pe'n*taar. t2rhadap bahan tuku tersebut,
meminta t=naga ahh dalam rangks pelaksanaan tugas penyidika
tindak pidana d: bidang perpajakan Daerah:

DUKT!



212

g menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruzngan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa

sebagaimana huruf ¢;

h. memotret seseorang vang barkaitan dengan tindak pidana perpataken
Daereh;

i memanggil orang uniuk didengar Kketerangannya den diperixsa
sebagai tersangka stau saksi:

i. mengheniikan penvidikan,

. melzivulan tindskan lzin vang perlu untuk kelencarsn penviciken
tindak pidana di bidang perpsjakan Daerah menurut hukum vang
dapat dipertangzung jawabkan.

(3) Penyidikan scbasgaimsna dirncksud  aver (1) membentzhukan
dimulainve pervidikan dan menyampsiakan hasil penyidiz 3
kepada Penunvii Umum, sesual dengen !

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1281 tentang Hukum Acara Zidena.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Hal-hai vang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepenjang
mengenai pelaksan:snnva akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 36
Peraturan Daerah int mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetshuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ‘=i dengan penempatannya dalam Lembaren Daereh
Kabupaten Rembang.
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Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Oktober 2001

BUPATI REMBANG

HENDADRSONO

Diundangkan di Rembang
pada tangga! 6 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

HNOERANTOSHMM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.-500 040 991

LEMBARAN DAERAH RABUPATEX REMBANG TAHUN 2001

NONOR 21
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG
PAJAK PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Jaod
—
.

o
ey
-
h
(.d
i

nengenai pajak deirgh sesual dengan pcrk.:Lr”n
undangan vang berlaku.

ahwa untuk maksud tersebut di atas periu untuk menyusun kembali
peraturan mengenal pengusehean sarang burung wzilet vang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

[i. PASAL DEAMIPASAL
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Pasal 7

Culup Jelas
Pasal §

Cukup Jelas
Pasai 9

Cukup Jelas
Pasa| 10

Cukup Jelas

ngan pajex dihitung secara jabatan adalah

-

paia\ terutang yang dilakukan oleh Bupzu

di imunjuk berdesarizn data yanz ada atsu
'eng dinnhiky Bupai: atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (5)
Cukup Jelas

Avat (&)
Cukup Jelas



Pasal 15
Cukup Jelas
Pasa] 16

Ayat (1)
Wajib p jak tidak boleh membavar utang pajaknya dengan cara

p sy varais
zpal memberikan
ang pajaknye

Pasaj 17
Cukup jelas
Pasaj 18
Avar( D)
Jah tempo pembavaran adaleh batas waktuw/tanggal wvang
(_\tentul\an bagi wajib pajak untuk melunasi utang pajaknva.
Avar{Z)
ukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jlelas
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Pasal 23
Cukup lelas
Paszl 24

keadaan tertentu Wajib Pajak tidak cip:

5 s ;
'\'ZI maxa '_»' Dati azapal memberiiiar

i penalrancan

n atguw pembeobasan pajak

- redaluwarsa penagihen pajek il perlu ditetepkan umiuk
memberiken chasua"l hukum kapan utang pa::b_ tersebut tidak capat

¢./G‘.
a:a:r.l

1tkan surat 1eguran dan suret palisz, kadsluwa:
,

rag
thitung s2jzk tam;_'; penvampaien surat pelaa

penvampaien utang psjak secara langsung

iah Wajib Pajak dengan keszdarannve masih mempunyvai
zgjak dan belum melunasi kepada Pemerintah Dzerah.

chnaLsud dengan pengakuen utang pajzk tidak secara

nvata langsung menyatakan bahwa iz mengakui
unyai utang pajak kepada Pemerintah Daerzh.



Dengan adanya sankst pidane diharapkan timbulnya kesadaren

a1 guna méat

t Umum dan

Avat (1)
Penvidik di bidang perpajskan Daerah adzlah Pejabat Pegawa:
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daereh vang
diangkat oleh Menteri Kehskiman, sesuai dengan Perundang-
undangan yang beriaku.
Penyidiken di bidang perpa:akan Daersh dilaksanaken menurut
ketentuan vang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tanun 1581
tentang Hukum Acara Pidena dan aturan pelaksanaanya.
Avat (2)
Cukup Jelas
Avat (3)
Cukup Jzlas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas

TAMBAF AN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 14



